
BUPATI BARITO TIMUR

PROVIilSI IdALIMAI{TAN TEITGAII

PERATT'RAH BUPATI BARITO TIMI'R

NOMOR 1. TAIIUN 2o,,2

TEIITANG

TATA CARA PEI{GAI,OI{ASIAN DA}T PEITYALT,RAN BAGIAN DARI IIASIL PA"IAK

DAERAH DAN RBTRIBUSI DAERAII KEPADA DESA

TATIUN ANGGARAN 20/22

DENGAN RAHITTAT TTIIIAI{ YAITG MAIIA ESA

Menimbang

BUPATI BARITO TIMUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat {3}

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahuo 2AL4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A19 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata

Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 1B,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a18O);



2.

.)
r)-

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

5ae5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

undang-undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi

pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor

245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 Tentang

Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2014 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan

pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2A2O

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2AL9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 2Oi8

tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik*Indorresia Tahun 2A2O Ng.mor 1781);
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Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun

2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2A22 {l,embaran

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2O2L Nomor 69);

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2079 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito

Timur Tahun 2OLg Nomor 11.);

12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2A2L tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2A22 {Berita

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2A2L Nomor l02l;

Menetapkan

MT*IUTUSI(AII:

PERATURAN BUPATI TEITTANG TATA CARA PENGAI,C'I{ASIAN

DAN PEIYYALT'RAIY BAGIAIT DARI HASIL PA.IAK DATRAII DAI{

REIRIBUSI DAERATI KTPAI}A DESA TAIIUil ANGGARAIT

2U22.

BAB I
I{ETEI{TUAN UTIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus uru$an pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintalran Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

10.

11.
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6. Dinas Pemberd,ayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang selanjutnya

disingkat DPMDSos adalah Dinas yang menyelenggarakan urlrsan

pemerintahan bidang masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito

Timur.

T. Badan Pengeloiaan Keuangan dal Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BpKAD adalah Badan Pengelolaan Keuarlgan dan Aset Daerah Kabupaten

Barito Timur.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Barito Timur.
g. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada diwilayah Kecamatan.

10. peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa ada-lah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Keuangan Desa adaiah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa

adaiah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

L4. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seianjutnya

disebut DBHPRD adalah bagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah

Kabupaten yang diberikan kepada Desa'

15. Niiai Bobot adalah nilai bobot Desa yang ditentukan berdasarkan realisasi

pajak dan retribusi Per desa.

L6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan

hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna

mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menSrediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesej ahte raaLn masyarakat Desa.

lT. Maksud pemberian DBHPRD kepada desa untuk meningkatkan kemampuan

pemerintah desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

18. Tujuan pemberian DBHPRD kepada

desa.

Desa untuk meningkatkan pendapatan

T
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19. BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

20. BHpRD bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap

pelayanan dasar masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa,

meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

secara berkeianjlr.tan, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa,

meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan daya saing desa.

21. BHPRD dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PEIIGALOI{ASIAN DBHPRD

Bagian Kesatu

Pengelolaan DBHPRD

Pasal 1

pengelolaan Dana BHPRD dikelolakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPRD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPRD kepada desa sebesar LO%

(sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan

retribusi Daerah tahun berjalan.

Besaran pengalokasian DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 6O7o (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

b. 4oo/o (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi

penerimaan hasil pqiak Daerah dan retribusi Daerah dari desa masing-

masing.

(1)

(2)
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Bagian Ketiga

Tata Cara Pembagian

Pasal 3

Tata cara pembagian alokasi DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

{2) huruf a, sebagai berikut :

a. realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang

diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;

b. realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan lOYo (sepuluh persen);

c. hasil perkalian sebagairnana dimaksud huruf b dikalikan 6O% {enam puluh

persen); darr

d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi rata kepada seluruh

desa.

Pasal 4

Tata cara pembagian alokasi DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal

{2} huruf b, sebagai berikut :

a. realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang

diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;

b. realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikat lAo/o (sepuluh persen);

c. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 40% (empat puluh

persen); dan

d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi secara proporsional

dengan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah per desa

dibagi jumlah realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah

seluruh Desa berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito

Timur.

Pasal 5

Besaran alokasi DBHPRD Tahun Anggaran 2A22 adalah sebesar Rp.

2.860.900.592,- ( dua miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu

lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENGETOLAAN DANA BAGI HASIL PA"IAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

pengelolaan bagian Desa dari DBHPRD merupakan tanggung jawab Kepala Desa

Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Keuangan Desa.

Pasal 7

DBHPRD kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber Pendapatan

Desa yang diperuntukkan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

BAB TV

PENYALURAN PENCAIRAN

DANA BHPRD

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari

RKD sebesar 100%

(21 Penyaluran Dana BHPRD dilakukan secara bertahap dari RKD ke

BUMDesa :

a. tahap I sebesar 8O% (delapan puluh persen); dan

b. tahap II sebesar 2ooh (dua puluh persen).

Penyaluran Dana BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat

a, dengan persyaratan Peraturan Desa tentang APBDesa-

Penyaluran Dana BHPRD tahap II dengan persyaratan Laporan

penyerapan Dana BHPRD tahaP L

(3)

(4)

RKUD ke

rekening

(2) huruf

realisasi

(1)

(21

BAB V

PEITGGUNAAN DBHPRI}

Pasal 9

DBHPRD dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk

penyertaan modal BUMDesa.

Alokasi penyertaan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

ditetapkan sebesar IOO0A {seratus persen).
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(1)

(2t

(41 penyaluran DBHPRD bagi penyertaan modal desa untuk BUMDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3), diatur dalam Petunjuk

Teknis Pelaksanaan DBHPRD.

BAB VI

PELAPORAN DAI{A BHPRD

Pasal 1O

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD setiap

tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

Laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD sampai dengan tahap I;

b. laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD tahunan-

BAB VII
PEMBINAAN DAIT PEITGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Desa mengkoordinasikan pelaksanaan DBHPRD kepada Desa.

Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengeloiaan

DBHPRD kepada Desa.

Untuk melaksanakan pembinaan pengelola DBHPRD sebagaimana di maksud

pada ayat (21, dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan Kabupaten dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

meliputi :

a. memfasilitasi administrasi keuangan DBHPRD kepada Desa;

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan DBHPRD kepada Desa;

c. memfasilitasi penyelenggaraan pertanggungiawaban dan laporan keuangan

DBHPRD kepada Desa.

(1)

(2)

t3)
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Pasal 13

pembinaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {3} meliputi :

a. memberikan pedoman teknis pengelola DBHPRD kepada Desa;

b. memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan DBHPRD

kepada Desa;

c. membina dan mengawasi pengelolaan DBHPRD Kepada Desa'

BAB VIII
I(ETENTUAI{ LAIN.LAIN

Pasal 14

Kurang salur/lebih salur DBHPRD akan diperhitungkan pada tahun berikutnya'

BAB U(

I( TEI{TUAI{ PEIIUTI'P

Pasal L5

peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang LaYang

pada tanggal 2 \ottxu^'J 2a22

BUPATI BARITO TI['IUR,

Diundangkan di Tamiang Layang

Pada tanggal 1 (ebr.,-ri 2A22

SEKRETARIS DAERAH

PAN'trAI{ MOE,rAR

BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR .].9.q

KABUPATEN BARITO TIMU

Fs"erq..etr
iifrEA0 Hutiiitr ryi,r,:.{t.;fjj rtllii$. f, sEKilA"

{ { l. 4

BERITA DAERAH KABUPATEN
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PEITYALURAN BAGIA.IT DARI IIASIL PN"'NI
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DESA TAIIIN ATGGARAI{ 2022

Lembar Perhitungan Pagu Dana Bagi Hasil Paiak & Retribusi Bagi Pemerintah Desa

Tahun AEgaran 2022
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